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PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judui

Sesuai dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Oaerah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diberi kewenangan yang luas dalam
menyelenggarakao semuz \gusan pemerintahan mulai dari  perencanaan,
pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan evaluasi kecuali kewenangan bidang
politik luar negen, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiskal, agama dan
llewenangan laip yang ditetapkan Peraturan Pemerintah. Sebagai konsekuensi dari
kewenangan otonomi yang luas, pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk
meniogkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakst secaa demoleratis, adil,
merata dan berkesinambungan. Kewajiban itu bisa dipenuhi apabila pemerintah
dacrah mampu mengeloia potensi daerahnya yaitu potensi sumber daya alam.
sumber daya manusia dan potensi suraber daya kevanganaya secara optimal.

Pasal 4 Peraturan Pemerintab No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerab menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus
dilakukan secara tertib, taat pada peratusao perundang-undangan yang betlaku,
efesien, efeknif. wransparan dan bertanggung jawab dengan memperbatikan asas
kezdilan dan kepatuhan. Kemampuan pemerintah daerab dalam mengelola

keuangan dituangkan dalam APBD yang langsung maupun tidak langsung
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mencaminkan kemampuan pemenntah daerah dalam membiayai pelaksanaan
tugas-tugas perperurmehan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat.

Dengan adanya peratbman perundang-undangan tersebut. pemerintah
dacrah sebagai pihak yang diserudy tugas melaks<araksn rods pemenosahan,
pembangunan dan pelayanan masyarakat Wajib menyampaikan laporan
pertanggungjawaban keuangan daerahnya uatuk dintlai apakah pemerintah daerah
berchasil menjalankan tugesnya dengen baik atau tidak Salah satn alat untuk
menganalisis kinerja peweritah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya
adalah dengan melakukan alis rasio keuangan terhadap cealisasi APBD yang
telah ditetapkan dan dilaksanakannya. Hasi! analisis rasio keuangen ini
selanjutnya digunakan untuk tolek ukur dalam menilai kemandirian keuangan
daerah dalam membiayai penyelenpgaraan otonomi daerah. mengukur efeksivitas
dan efesiensi dalam merealisasikan pendapatan daerab, mengukur sejauh mana
aktivitas pemenotah dserak dalam membelanjakan pendapatan daerahnya dan
melihat pectumbuhan/perkembangan peroleban pendapaten dan pengeluaran yang
dilakukan selama periode tertentu,

Dari uraian di atas maka penulis terdorong untuk menganalisis seberapa
jaub kebechasilan Peruenntahan Kot Medan dalam mengetola keuangannya.
dengan memilih judul: “ANALISIS RASIO KEUANGAN PADA REALISASI

APBD PEMERINTAHAN KOTA MEDAN D]l MEDAN«.
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